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1. Undang·undang Nomor 13 Tahun 1950tentang 
Pembentul<an Daerah-daerah Kabupaten 
de lam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

a. bahwa dengan telah ditelapkannya Undang­ 
undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerlntahan Oaerah dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang 
Oesa, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Banyumas Nomor 2 Tahun 2000 tentang 
Pedoman Susunan Organlsasl dan Tata Kerja 
Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Banyumas Nomor 12 Tahun 2003, dipandang 
sudah tldaksesuailagi; 

b. bahwa sehubungan dengan hat cersebut, per1u 
menetapkan kembali Pedoman Susunan 
Organisasi dan Tata Kel]a Pemenntah Des.i 
dengan Peraturan Daerah. 

BUPATI BANYUMAS, 

Mengingat 

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

PEMERINTAHAN DESA 

TENTA~!G 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN BANY\JMAS 

NOMOR 12 TAHUN 2006 

Menimbang . 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEDOMA_N PENYUSUNAN ORGANISASI OAN TATA KERJA 
PEMERINTAHAN CESA 

TENTANG 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI D 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
NOMOR 12TAHUN 2006 

LEMBARAN OAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI D 
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Dalam Peraturan Daefah iniyangdimaksu:ldengan: 
1 Daerah adalah Kabupa1en Banyurnas. 
2. Pemerintah Oa9'ah adalah Bupati dan Perangkat Dacrah 

sebagei unsur penyelenggara pemerintahan daereh. 
3. Bupati adatah Bupati BanY1,1T1as. 
4 Sekretarts Daerah adalah S&ktetans Daerah Kabupaten 

Banyumas 
5. Comet adalah pimpinan perangket daereh kabo..c:>aten yang 

waayah kerjanya meliputJ desa-desa yang bersangkutan 
6 Desa adalah kesatuan masyarakat huk\.m yang memllikl 

batas-batas w !ayah yang berwcnong untuk mcngatur den 
mengurus kepentingan masyarakat setempat. berdasarkan 
asal usu dan adat isliadat setempal yang dlakul dan d1hormatl 
dalam slstem Negara Kesatuan Republlk Indonesia. 

7. Pememtah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dese. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANO PEDOMAN 
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA 
KERJA PEMERINTAHAN DESA 

MEMUTUSKAN : 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 

dan 
BUPATI BANYUMAS 

Oengan peBetujuan bersama 
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2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentuka n Peratu ran Perunda ng· 
undangan {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndones'a Nomor 
4389); 

3. Undang-tindang Nomor32 Tahun 2004ten:ang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
RepubUk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor «37) eebagaimana telah 
diubah dengan Peraluran Pemerlntah 
Penggantl Undang-undang Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Perubahan Alas Undang-mdang 
Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara 
Ropublk Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, 
Tambahan Lembaran l~egara Republik 
Indonesia Nomor ~93) yang telah ditetapkan 
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 108, Tambahan Lermaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 45-48); 

4. Peraturan Pemerlntah Nomor 72 Tahun 2005 
tentang Desa (Lembaran Negara Republil< 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 1~. Tambahan 
Lembaran Negara Repubr;k lndoneaia Nomor 
4587). 



(1) Pengaturan lebil'I lanjut tentang BPD cfrtetapkan dalam 
Peraturan Daerah tersendiri. 

(2) Susunan Organisasi Pemenntah Oesa sebagaimana 
di'Tlak&ud dalarn Pasal 2 :iyat (2) dlotapkan de lam Pereturen 
Oesa clengan berpedoman pada Peraturan Bupall 

(3) Bagan stnA<lur organlsasl Pememtahan Oesa sebagamana 
tarsebut dalam lamp ron yang rrerupakan begtan tak 
tel'pisah<aridari Peraturan Dacrah ini 

Pasal3 

{4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) terdiri ates: 
a. Sekrelariai Desa; 
b Pelaksana Teknis Lapangan; 
e, UnsurKewilayahan. 

(5) Sekreta.rial Desa :sebagaimana dlmaksud ayat (4) huruf a 
dlpimpln oleh Sekret!lrls Dess dan dibantu oleh paling sedikt 
2 (dua) orang Kepala Un..san. 

(6) Pelaksena Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud arat (4) 
huruf b dengan sebutan Kepala Seks1, paling sed1k~ terdiri 
dari 2 (dua) Seksiyang membidangi urusan teknis tertentu 

m Kepala Seksi dan Kepala Urusan dapat dibantu oleh Star 
dengan sebutan disesuakan dengan adat istiadat yang 
berkembang di Cesa masing-masing. 

(8) Unsur Ke.vilayahan sebagalmana dlmaksud ayat (4) hurur c 
dengan sebutan Kepala Ousun, paling sedi<it terdiri dari 2 
(dua) Wiayah Dusun. 

(9) Jllmlah Kepa'a Seksl. Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Star 
atau sebutan lam sebagaimana dimaksud ayat (5), (6), (7) 
dan (8) dise,uaikan dengan kebutuhan dan kondisl sosial 
bud a ya rrasyarakat des a serta kemampuan cesa setempat 
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(1) Pemerintahan Oesa terdlri dari Pcmcriritah Oeseden BPO. 
(2) Pemerlntah Desa terdiri dari Kepala Oesa dan Perangkat 

Desa. 
(3) Perangkat Deu sebagalmana dimaksud pada ayat (2) lerdln 

dariSekretaria Oesad:m PerangkatDcsa leinnya. 

Pasa12 

BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI 

6. Pemorintehan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Dess can Sadan 
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus 
lcepentlngan masyarakat setempat berdasarl(a n asal usul dan 
adat istladat setempat yang dlakui dan dihormati dalam sistern 
Negara Kesatuan Republiklndonesia. 

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya dlsebut BPD 
:idalah lernbaga yang merupakan perwujudan demokrasi 
dalam penyelenggaraan Pemerintahen Desa sebagai unsur 
ponyelenggara pemerfntahan desa. 

10. Peraturan Desa adalah peraturan perurulang-undangan yang 
dlbuat oleh BPD bersama Ke~a Desa. 

11. Pegawai Negerl SipH (PNS) adelah Pengertian sebagarnana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 
ten!ang Perubahan Atas Undar'.g-undang Nomor 8 Tahun 197 -4 
ten!Bng Pokok-pokok Kepegawa,an. 

12 Perangl<at Dess adalah Pembantu Kopela Desa yang terdiri 
deri Se'<retaris Dese sebagai unsurstaf, Kepala-kepala urusan 
sebagai unsur pelaksana teknis lapangan can l<epala Ousun 
sebagal unsur kewflayahan 

13. Dusun adalah baglan \Nllayah dalam Oesa yang mo"\lpakan 
iingkungan kcrje pelaksanaan Pemerintahan Desa. 
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(1) Kepala Desa mempunyai tug as menyelenggarakan urusan 
Pemerlntahan. Pembangunan dan Kemasyarakatan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebaga1mana dimaksud pada 
ayat(l), KepalaDesa mempunyalwewenang : 
a. Memimpln penyelengg:m1an Pomerin:ehan Oesa 

berdasarkon kobijakan yang ditetapkan bersama BPO; 
b. Mengajukan Rancengan Peraturan Desa; 
c. Menetapkan Peraturan oesa yang tetan mendapat 

perselujuan bersama BPD; 
e. Menyusun dan mengajukan Ranaingan Peraturan Oesa 

mengenai APB Desa untuk dibahas dan dttetapkan 
bersamo BPD; 

e. Memblna kehidupenmasyarekatdesa; 
i, Memblna perekonomlandesa. 
g. Mengkoordlnaslkan pembangunan desa secara 

panlslpatif; 
h Mewaklfl desanya di dalam dan d1 luar pengadilan dan 

dapat menunjuk kuasa hukum untuk mowakiinya sesuei 
dangan Peraturon Perundang-undangen; den 

Baglan Kedua 
KepalaDHa 

Pcmerinteh Dess berkedudukan sebagai unsur pelaksana dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Pasal 4 
(1). Oalam melaksanal<an tugas dan wewenang sebagaimana 

dlmak.sud dalam Pasal 5, Kepala Oesa mempunyai 
kewajiban : 
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancaslla, 

melaksanakan Undang-un<leng Daser Negara Repub&k 
Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republlk 
lndonesla 

b. meningka~an k&sejahteraan masyarak.at; 
c. memelihara ketentraman d31'1 ketertiban masyarakat 
d. melaksanaltan keh'dupen Demokrasl; 
e. melaksanakan prinslp tata pemerintahan desa yang 

bersih dan bebas dari Kolusi. Korupsidan Nepolisme: 
r menja In huoungan karja Clengan seluruh m1tra kel)a 

Pemerlntahan Desa; 
g. mentaaUdan menegal<l<an seluruh Peraturan Perundang­ 

undangan; 
h. menyelenggarakan admlnistrasl Pemerlntahan Desa 

yangbaik; 
i. melaksanakan den memperta nggungjawabkan 

pengelolaan keuangan desa; 
j melaksanakan urusan yang menjadl kewenangandesa; 
k. mendamaik.an persellaihan masyarakatdi Desa; 
I. mengcrrbal9(80 pendepatan masyarakatdesa; 
m membina, mengayomi dan me'estarikan nilal-nllal sosial 

b.idaya den adat isliadat 
n. memberdayakan masyaral<at dan kelembagaan di Desa. 

dan 
o. mengembangkan potensl Sumber Daya Alam dan 

melestarik.an ~ngkungan hidup. 

Pesel 5 

Paal6 Bagian Pertama 
Kedudukan 

Melaksanal<an wewenang lain sesuai dengan Peraturan 
Pen.mdang-undangan. 

BAB Ill 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 
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(1) Kepata Dusun adatah uneur pembantu pclaksanaan tugas 
Kepala Desadiwilayahkerjanya. 

(2) Kep;,to Dusun mempunyei tuges membantu Kepata Desa 
dalam memimpin penyelenggaraan Pemeriltahan Desa di 
w !ayah kerjanya 

(3) Untuk ne:aksanakan tugas sebagaimana d1maksud pada 
ayat (2), Kepala Dusun mempunya fungsi: 
a. pelalcsanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan den 

Kemasyarakatnn; 
b. pclaksanaan Poraturan Desa, Peraturan Kepala Desa 

den Keputusan Desa: 

\ 
; 

(1) Sekretaris Deso adalah unsur staf pombantu Kepela Dese 
den memimpln Sekretariat Desa. 

(2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan adminisllasl 
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di desa 
sena memberlkan pelayanan teknls admm,sttallf kepada 
seluruh satuanorganlsasl Pemenntah Desa. 

(3) Untuk melaksonaluln tugos sebogalmana dimaksud pede 
oyot (2), Sckrotnris Do:ia mompunyal fungsl 
a. penyusunan rencana, pengenda ian. pelaporan dan 

evaluasl penyelenggaraan admlnistrasl Pemerfntahan 
Pembangunan dan Kemasyarakalan, 

Paul10 Pasal8 

Pcrangkat Dcsa tordirl dari Sekretarls Dess, Kepala-kepala Sek.si, 
l<epala-kepala Dusun. Kepala·kepata Urusan dan Star atau 
sebutan lain. 

Baglan Kec.Jga 
Peranglrat Desa 

(1) ICepala Seksi adalah unsur palaksana pembantu Kepala 
Oesa dalam urusan teknls tertontu. 

(2) Kepala Seksl mempunyaitugH menja?ankan kegiatan sesuai 
dengan bidang tuga$nya. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagafmana dlmaksud pada 
ayat (2), Kepala Seksi mempunya, fungs,: 
a menyusun rencal'la, pengendalian, pelaporan dan 

evaluasi kegiatan sesua1 dengan bidang tugasnya 
masing-masing, 

b. mo!eksanakan kegiatan sesua: dengan bidang tugasnya 
masing-masing 

Pasal 7 

Pasal9 
I 

b. pelaksanaan pengurusan Administrasi Keuangan, Tata 
Usaha, Kepegawaian, Per1engkapan dan Rumah Tangga; 

c. pefaksanaan kegial:an pelayanan masyarakat dibidang 
Administrasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan; 

d. pelak$anaan tugu den fungsi Kepala Desa apabila 
Kepala Dess berhalangan sesuai dengan ketentuan 
Peratulcln Perundang-u~anyang bertaku. 

(2) S&laln kewaJlban sebagalmana dlmaksud paea ayat (1 ), 
Kepala Desa mempunyai kewaJiban untuk: 
a. mamben'kan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa kapada Bupati, memberikan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban kepade BPD serta 
menginformesika n La poran Penyelengga raa n 
Pemerintahan Desa kepada Masyarakat; 

b. memoenkan Laporan Akhlr Masa Jabatan 
(3) Tata cara dan prosedur penyampalan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerlntahan Desa dan Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dlatur lebih 
Ian jut dengan Peraturan Bupatl. 
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Ketentuan-ketentuan sebaga1mana drnaksud dalam Peraturnn 
Daerah ln1 menJat:11 dasar bag, Kepala De6a dalmn mene!Dpknn 
SUsunan Org;msacl Pemerintahan Desa. 

Pasa11T 

(1) Selambat-lambatnya dalam Jangka lllllktu satu tahun setelah 
ditetaplcannya Pefllturan Caerah inr, Kepala Desa harus 
sudah rnenetapkan SUsunan Organlsasi Pemerintahan Dose 
yang dis&suai<an dengan Peraturan Oaorah inl 

(2) Jabot.In Kopala Dcsa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun 
yang ada pada saat ber1akunya Peraturan Daerah 1ni. 
dianggap sebagal Jabatan Kepala Cesa, Sekretans Desa 
dan Kepala Dusun be«lasarl<an Peraturan Daerah lni. 

(3) Jabatan Kep.ala Seksl, Kepala Urusan dan Star atau sebutan 
lain yang ada pada saat ber1akunya Peraturan Daerah 1ni, 
ditata kerroali sesuai Susuncn Organisasi Pemerintehan 
Dcsa menurut Peraturan Daereh ini. 

Pasal16 

BABY 
KETENTUAN PERALJHAN 

Calam pelaksanaan tugasnya Perangkat Oesa sebagalmana 
dima,(sud dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4), bertanggungJawab 
kepada Kepala Desa. 

Pasal 16 

(2) Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). diSampaikan sekurang-4curangnya $8kali 
dalam setatn.ll pada seliap akhirtahun angga111n. 

\ 

J 
(1) Catam pelak;anaan tugaanya Kepala Cesa bertanggung 

jawab kepada rakyat Cesa yang bersangkuton donga.n teta 
coro den prosedur menyampaikan Laporan 
Pertanggungjawaban kepada Bupatl melalui Camat. kepada 
BPD menyampalkan Laporan Keterangan 
PertanggungJawaban sen.a kepada Rakyat menyampa1kan 
lnfom,asl pokok.pokok pertanggungJawabannya. 

Calam menyelengga111kan ksgiatan Pemerintahan Deso, Kcpela 
Cesa dan Perangkat Deso scbagaimana dlmaksud dalam Pasal 2 
ayot (2) monorapkan prinslp koordfnesi dan sinkronisasi 

Pasal 14 

Pasal 13 

BABIV 
TATAKERJA 

PenJabaran Tugas dan Fungs1 Pemerintah Cesa diatur lebih lanjut 
oleh Bup11ti. 

Pasal12 

' I 
(1) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretarls Cesa datam 

melaksanakan tugasnya sesual dengan bldang tugasnya 
maslng-maslng. 

(2) Staf atau sebulan lain bertugas membantu Kcpala Scksi dan 
Kepala Urusan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan 
urusannya maslng-maslng. 

Pa.sal 11 

c. pelaksanaan Pembinaon Ketcntraman dan Ketertiban 
masyarakat. 



Kepata Desa berdasarf<an Undang-undang Nomor 32 tanun 
200'4 bcrtanggungjowab kcpede Rakyat yang dalam tata care 
dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada 
Bupatl mela r..l Carnal Kepada Badan Permusyawaratan Desa. 
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Mosk"un secara umum pongaturan mongcnal Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dalam Undang· 
undang Nomor 32 Tahun 2004 relalif sama dengan Undan9- 
undang Nomor 22 Tahun 1999, namun terdapat pertledaan 
yang bersffet prins pil khususnye berkalten dongan 
PertanQgungjawaban Kepala Oesa. 

DlundangkandiPurwokerto 
Pad a tanggal 29 Desember 2006 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
ttd. 

SINGGIH W)RANTO. SH. M,Hum 
NIP. 500 086 38-4 

LEM BARAN DAERAJ-1 KABUPATCN BANYUMAS NOMOR 2 SERI D 

Peraturan Daerah ini mulai berfaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang depat rnengetahulnya, rnemerfntahi<an 
pengundangan Peraturan Daerah lnl dengan menempatl<annya 
datsm Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 

Dengan telah dietapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerfntahan Daerah Jo Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pengganti 
Undang-urdeng Nomor 22 Tehun 1999 yeng d1delamnya juga 
nengatur tentano Desa. maka Peraluran Daerah Kabupaten 
Banyumas Nomor 2 tahun 2000 tentang Pedom:in SUSUnan 
Organisasican Tata Kerja Pamerintah Desa sebaga,mana telah 
diubah dengen Peraturan Deerah Kabupaten Banyumas 
Nomor 12 Tahun 2003 per1u dladakan penyesualan sesual 
dengan ke1entuan Undang-undang Norror32Tahun 2004. 

Ditetapkan di Purwokerto 
pada tan99al 29 Desember 2006 

BUPATI BANYUMAS 
ltd. 

ARIS SETIONO 

Pesal19 

I. UMUM 

PEOOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
PEMERINTAHAN DESA 

TENTANG 
Pada seat Peraturan Daerah Inf mulal berlaku, maka Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan 
Organisasi dan Tala Karja Pernerintahan Oesa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Norror 5 Sert D). sebagalmana 
telah cllubah dengan Peraturan Oaerah Nomor 12 Tahun 2003 
(Lembaran Daei.ih Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 6 
Sen D), dlcabutdan dinyatakantidakberlaku. 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
NOMOR 12 TAHUN 2006 Pasal 18 

BABVI 
KETEHTUAN PENUTUP 
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II. PENJELASAN PASALOEMI PASAL 

Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara 
lain pemberdayaan masyarakat dalam penyedlaan 
sarana prasarana fasilttas umum desa sepert Jalan 
desa,Jembatan desa, lrigas, desa, pasardesa. 

Yang dimaksud dengan urus.in kcmasyarakatan antara 
lain pemberdeyaan masyarekat melalui pemblnaan 
kehdupen sosial budaya masyarakal sepertl bidang 
kesehatan. peodldikan. adatisliadal. 

ayat(2) 
hurutasld t OJkupJelas. 
hurutg 

Yang dimai<sud dengan mengkoordinosikan 
pembangunen deaa secare partiaipatif adalah 
memfasilitasl dalam perencanaan. pelaksanaan. 
pemanraatan pengembangan dan pelestarlan 
pembangunan di desa 

huruf h dan 1 : culwp Jelas. 
Pasal6 
ayat(t) 
h u rut a sld j cukup Jelas. 

Cuk\Jp [elas, 
CUl<Up Jelas. 

Pasal 1 
Pasal2 
Pasal3 
ayat (1) 

Pengaturan inl meliputl mekanisme pembenlukan. 
kedudukan, tugas dan fungsl, kewenangan hak dan 
kewajlban, alal kelan9kapan dll 

ayat(2) 
Dalam menetapkan Pedoman Pola Organisasl 
Pemerlntahan Oesa, Bupatl menelapkan pola makslmal 
dan minimal yang dldasarkan pada variabe~variabel 
sebageiberiwt : 
a. Luas Wllayah. 
b Jumlah Penduduk 
c, JumlahAPBDesa; 

Peraturan Daerah lni sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 13 
Undang·undang Nomor 3.2 Tahun 2004 dan $Cbagai pengganti 
Peraturan Oaerah l<abupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2000 
Tentang Pedoman Susunan Orgamsas1 dan Tata Karia 
Pemerintah Desa sebegeimane telah diubeh dengan Pereturan 
Daerah Kabupaten BanyumasNomor12Tahun 2003 

Sadan Pennusyawaratan Desa dapatmengajukan pertanyaan­ 
pert any a an kritis ata s Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Desa. tetapi tidak dalam 
kaoasltas menolak atau menerirna. 

d. Sarana clan Prasarana Desa yang dmlik.i; 
e. Efektifitas dan eflslensl penyelenggaraan 

pemenntahan. 
La;n-lain yangdlpanda.ng pertu. 

Cukup Jelas. 
Cukup jelas. 

f 
ayat(3) 
Paul.ol 
PaS316 
ayat{t) 

Ya,g dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain 
pengaturan kehidupan masyarakat sesual dengan 
lcewenangan desa sepertl pembuatan Perdes. 
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, 
PembentlA<an BUM Desa, Keljasama antarDesa. 

Kepala Oesa wajlb membenlcan L.aporan Keterangan Pertang­ 
gungjawabannya dan kepada Rakyat Desa yang bersangkutan, 
menyampaikan informasl pokok-pokok 
pertanggungjawabarvlya. 



17 

hurufb 
Yang d1maksud dengan Laporan Al<hir Masa Jabatan 
adatah I..Qporan Penyelenggaraan Pomenntahan Desa 
sebagafmana dimaksud pada huruf a yang disampaikan 
melalui BupaUdan BPO. 
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Yang dimak:sud dengan menglnformas kan laporan 
penyelenggaraan pemerlntahan desa kepada 
masyaral<at adalah memberfkan informasi berupa 
pokok-pokok keglalDn pcmcrintahan deu ye"g dapat 
berupa selebaran yang ditempetkan peda papan 
pengumuman atau dlsampalkan secara flsan dalam 
berbagai pertemuan masyaraka1 desa, radio komunilas 
atau media lainnya 

ayat(2) 
Yang dimaksud dengan saruan organlsasl pemenntah 
desa adalah Kepa a Oesa Kepa a Seks~ Kepala Urusan, 
Kepa a Ou sun dan Staf atau sebullln lain. 

ayat (3) Cukup jelas. 
Pasal9 
ayat(1) 

Yang dimaksud dengan urusan teknis seperti urusan 
pemerintahan, urusan pembangunan. urusan 
keagamaan/ kematian, dll 

ayat (2) s/d (3) Cukup Jeias. 
Pasa110 Cukupjetas. 
Pasal 11 Cukupjelas. 
Pasal 12 Cukup Jelas. 
Pasal 13 CUlwpJelas. 
Pasal14 
ayat(1) 

Laporan Pertanggungjawaban yang disampalkan 
kepada Bupat; adalah Laporan Penyelenggara:in 
Pemenntahan Desa $Cbagaimana drnaksud dalam 
Pasal6ayet(2). 

11yai (2) Cukup jelas 
Pasal 15 Cul<up Jelai. 
Pasal 16s/d 19 Cukupjelas 

Yang d1maksud dengan memberikan kete·angan 
pertanggungjawaban adalah keterangan seluruh proses 
pslaksanaan peraturan.peraturan desa termasuk APB 
Dess. 

Cukup jelas. 
Cukup jelas. 

ayat(3) 
Pasal7 
Pasal8 
ayat(l) 

Yang dilT'eksud dengen unsur staf adalah unsur 
pelayeran seperti urusan tata usaha. keuangan, 
pemeliharaan sarana dan prasarana xantor, 
kepustakaan, do.cumentas~ dll. 

hurufl< 
Untuk mendama11<an perselisihan, Kepala Oesa dapat 
dibantu oleh Lombaga Kemasyarekatan Desa seperti 
RT, RW, KarangTaruna, PKK. dll. 
Segala perselisihan yang telah dldamalkan oleh Kepala 
Oesa berslfatmenglkatplhak-pihakyang berselisih. 

hurufl Sid o cukup jelas. 
ayat(2) 
hurufe 

Yang dirnaksud dengan Laporan Penyelenggaraan 
Pemenntahan Oesa adalah laporan semua 1<eg·atan 
desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta 
tugas·tugas dcWl keuangan dari Pemerintah, Pemenntah 
Provinsi dan Pemerlntah Kabupaten. 
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